
_.,._ ... .... _ 

BUPATI TABALONG 

PERATURAN BUPATI TABALONG 

NOMOR 17 TAHUN 2012 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 03 TAHUN 
2012 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD), 
PEGA WAI NEG ERI SIPIL DAN PEGA W AI TIDAK TETAP 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TABALONG, 

a. bahwa sehubungan belum adanya tarif khu sus terkait 
survei, pemeriksaan dan monitoring untuk kegiatan 
bidang keh u tan an yang mengacu pad a Peraturan 
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.8/VII­
SET /2011 ten tang Standar Kegiatan dan Biaya Bidang 
Planologi Kahutanan Tahun 2012, maka perlu 
melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong 
Nomor 03 Tahun 2012 ten tang Perjalanan Dinas Bagi 
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai 
Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilirtgkungan 
Pemerin tah Kabu paten Tabalong; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalarn huruf a, perlu ditetapkan dalarn 
Peraturan Bu pati Tabalong; 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 
Tingk at II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 51, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2756) ; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok­
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3401) sebagaimana 
telah d iubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890) ; 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4356); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5043}; 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) ; 

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
441 7), se bagaimana telah diu bah be berapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan 
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabu paten Tabalong (Lem baran Daerah 
Kabupaten Tabalong Nomor 30 Tahun 2004 Seri E 
Nomor Seri 17), sebagaiman telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peratuan Daerah Kabupaten Tabalong 
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan 
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabu paten Tabalong (Lem baran Daerah 
Kabupaten Tabalong Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 
2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 
2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Tabalong Nomor 03) ; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 
2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Tabalong Nomor 04); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 
Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tabalong Nomor 01); 

16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 03 Tahun 2012 tentang 
Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan 
Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak 
Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong 
(Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2012 Nomor 
03) ; 
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)AEMUTUSKAN : 

Menetaokan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 03 TAHUN 20~:. 
TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA. 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH (DPRD), PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI 
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
TABALONG. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 03 Tahun 
2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan 
Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Teta!1 
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah 
Kabupaten Tabalong Tahun 2012 Nomor 03), diubah sebagai 
berikut: 

Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 26 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasa126 
( 1) Dihapus. 
(2) Biaya perjalanan dinas yang terdapat pacta masing­

masing kegiatan tidak diperkenankan untuk 
dipergunakan yang tidak berkaitan secara langsung 
dengan kegiatan itu sendiri. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Tabalong. 

Diundangkan di Tanjung 
pada tanggal 9- Jtlli '2-dl2 

Ditetapkan di Tanjung 
// . pada tanggal ~ '1Jtil i 2 <Z'ct1 2 

.)t/ BUPATI ALONG, 1 { 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, 

H. ABDEL FADILLAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2012 NOMOR..17. .. 
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